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PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 19A TAHUN 2010
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;

bahwa guru Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan,
pengabdian, dan kreativitas, agar dapat melaksanakan tugas secara
profesional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007,
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI

SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Daerah.

Bidang Ketenagaan adalah Bidang Ketenagaan pada Dinas.

Bidang Pendidikan TK dan SD adalah Bidang Pendidikan TK dan SD

pada Dinas.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah adalah Bidang Pendidikan

Sekolah Menengah pada Dinas.

9. Pengawas TK/TKLB dan SD/SDLB adalah Pengawas yang bertugas

membina TK, TKLB, SD dan SDLB.

10. Pengawas Mata Pelajaran/Bimbingan/Rumpun Mata Pelajaran adalah
Pengawas yang bertugas membina SLTP, SLTPLB, SMU, SMLB dan
SMK.
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BAB 11
DASAR
Pasal 2

Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, baik di
sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas maupun di sekolah yang
diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.

Pasal 3

(1) Pemberian tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah bagi Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila terdapat
lowongan Kepala Sekolah.

(2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan :

a. adanya mutasi Kepala Sekolah;

b. adanya penambahan unit sekolah baru; dan/atau

c. perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu
pendidikan.

(3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disebabkan:

a. berhenti atas permintaan sendiri;

b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai Guru;

c. berakhimya masa tugas;

d. diangkat pada jabatan lain;

e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai
sebab; atau

f. meninggal dunia.

Pasal 4
Pengangkatan Calon Kepala Sekolah dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu
jalur seleksi melalui tes dan jalur seleksi melalui prestasi.



BAB III
PERSYARATAN
Pasal 5

Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-
IV) kependidikan dan non kependidikan pada perguruan tinggi
yang terakreditasi;

c. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun
menurut jenjang sekolah masing-masing sejak diangkat menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil;

d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat
diangkat sebagai Kepala Sekolah;

e. DP3 paling rendah memperoleh nilai amat baik untuk unsur
kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam
2 (dua) tahun terakhir;

f. memiliki pangkat paling rendah III/c, kecuali bagi Calon Kepala TK
dan TKLB;

g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari
Dokter;

h. memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyatamandala;

i. memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan
dipimpinnya;

j. kreatif dan inovatif;

k. mampu menyusun program pendidikan di sekolah;

I. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;

m.tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

n. bersedia ditempatkan dalam wilayah Daerah yang dituangkan
dalam bentuk Surat Pernyataan; dan

0. mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan yang akan menerima,
bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
yang dipekerjakan di sekolah swasta.

(2) Untuk mengukur pencapaian persyaratan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan tes dan non tes.

(3) Tes dan non tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
oleh Dinas dan hasilnya diumumkan secara terbuka.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) :
1. berijazah paling rendah S1 PGTK atau yang sederajat;
2. memiliki jabatan paling rendah Guru Madya (pangkat II1/a);
3. memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan
4. memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.



. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) :

1.
2.
3.

4.

berijazah paling rendah S1-PLB atau yang sederajat;

memiliki jabatan paling rendah Guru Madya (pangkat I11/a);
memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

Calon Kepala Sekolah Dasar (SD) :

Lol
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berijazah paling rendah S1 Pendidikan;

memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa (pangkat III/c);
memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
terdapat lowongan Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) :

1.
2.
3.

4,

berijazah paling rendah S1-PLB atau yang sederajat;

memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa (pangkat II1/c);
memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) :

1.
2.

3.
4.

berijazah paling rendah S1 Pendidikan;

memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa Tingkat I (pangkat
I11/d);

memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa
(SLTPLB) :

1.
2.

3
4.

berijazah paling rendah S1-PLB atau yang sederajat;
memiliki jabatan paling rendah Guru DewasaTingkat I (pangkat
I11/d);

. memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon

Kepala Sekolah; dan

memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) :

1.
2.

berijazah paling rendah Sarjana S1 LPTK atau non LPTK dengan
akta mengajar;

memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa Tingkat I (pangkat

I11/d);



3. memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

4. memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

h. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum Luar Biasa (SMULB) :

1. Dberijazah paling rendah Sarjana SI-PLB (Pendidikan Khusus);

2. memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa Tingkat I (III/d);

3. memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan

4. memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat
pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

i. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
1. berijazah paling rendah S1 LPTK;
2. memiliki jabatan paling rendah Guru Dewasa Tingkat I (pangkat
111/d);

3. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama
memiliki wawasan tentang unit produksi dan interrprenership;
memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah; dan
6. memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi), kecuali pada saat

pengangkatan Calon Kepala Sekolah tidak terdapat Guru yang

memiliki sertifikat pendidik.

v

Pasal 8

(1) Persyaratan Calon Kepala Sekolah melalui jalur prestasi untuk semua
jenjang sekolah meliputi :
a. memiliki prestasi di bidang pendidikan paling rendah di tingkat
Daerah; dan
b. memiliki sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi).
(2) Seleksi melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
MASA TUGAS
Pasal 9

(1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu)

~ masa tugas yakni selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
tugas.

(3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama
2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali
menjadi Kepala Sekolah jika :

a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa
tugas; atau

b. memiliki prestasi yang sangat baik dengan tanpa tenggang waktu
dan ditugaskan di sekolah lain setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.



(4) Ketentuan mengenai kriteria prestasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi
diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB YV
IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN DAN
PENGANGKATAN CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 10

(1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK, TKLB, SD dan SDLB
sebagai berikut :

a. Kepala Cabang Dinas melakukan identifikasi lowongan dan
kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD dan SDLB serta
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis data hasil identifikasi
data sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyampaikannya
kepada Bupati.

(2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SLTP dan SLTPLB sebagai
berikut :

a. Kepala Bidang Ketenagaan melakukan identifikasi lowongan dan
kemungkinan lowongan Kepala SLTP dan SLTPLB berdasarkan
masukan dari Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD serta
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis data hasil identifikasi
sebagalmana dimaksud pada huruf a serta menyampaikannya
kepada Bupati.

(3) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SMU, SMLB d.an SMK sebagai
berikut :

a. Kepala Bidang Ketenagaan melakukan identitikasi lowongan dan
kemungkinan lowongan Kepala SMU, SMLB dan SMK berdasarkan
masukan dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah serta
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis data hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyampaikannya
kepada Bupati.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
dilaksanakan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi

4 (empat) tahunan dan menggunakan formulir yang ditentukan

tersendiri oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Tata cara pengadaan Calon Kepala TK, TKLB, SD dan SDLB sebagai
berikut :

a. Kepala Cabang Dinas mengusulkan Bakal Calon Kepala TK, TKLB,
SD dan SDLB berdasarkan masukan dari Pengawas TK/TKLB dan
SD/SDLB sebanyak 3 (tiga) kali jumlah lowongan kepada Kepala
Dinas;

b. Kepala Dinas menyeleksi Bakal Calon berdasarkan persyaratan
umum dan khusus serta menyusun daftar urut berdasarkan nilai
seleksi sebanyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati.



(2) Tata cara pengadaan Calon Kepala SLTP dan SLTPLB sebagai berikut:
a. Pengawas Mata Pelajaran/Bimbingan/Rumpun Mata Pelajaran
mengusulkan Bakal Calon Kepala SLTP dan SLTPLB sebanyak

3 (tiga) kali jumlah lowongan kepada Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas menyeleksi Bakal Calon berdasarkan persyaratan
umum dan khusus serta menyusun daftar urut berdasarkan nilai
seleksi sebanyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(3) Tata cara pengadaan Calon Kepala SMU, SMLB dan SMK sebagai
berikut :

a. Pengawas Mata Pelajaran/Bimbingan/Rumpun Mata Pelajaran
mengusulkan Bakal Calon Kepala SMU, SMLB dan SMK sebanyak
3 (tiga) kali jumiah lowongan kepada Kepala Dinas;

b: Kepala Dinas menyeleksi Bakal Calon berdasarkan persyaratan
khusus serta menyusun daftar urut berdasarkan nilai seleksi
sebanyak 1,5 (satu setengah) kali jumiah lowongan, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(4) Pengadaan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), (2) dan (3) menggunakan formulir yang ditentukan tersendiri

oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Pelaksanaan identifikasi lowongan Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan pengadaan Calon Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam waktu
bersamaan.

Pasal 13

(1) Bupati mengangkat Kepala Sekolah berdasarkan usulan Kepala Dinas
dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan.

(2) Usulan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan
sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 14
(1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala dan
insidentil oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(2) Secara teknis penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. Pengawas TK/SD, Kepala Cabang Dinas dan/atau Aparat
Pengawasan Fungsional untuk penilaian kinerja Kepala TK, TKLB,
SD dan SDLB;

b. Pengawas Mata Pelajaran/Bimbingan/Rumpun Mata Pelajaran,
Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD dan/atau Aparat Pengawasan
Fungsional untuk penilaian kinerja Kepala SLTP dan SLTPLB;

c. Pengawas Mata Pelajaran/Bimbingan/Rumpun Mata Pelajaran,
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah dan/atau Aparat
Pengawasan Fungsional untuk penilaian kinerja Kepala SMU, SMLB
dan SMK.



(3) Mekanisme, kriteria dan instrumen penilaian serta ukuran
keberhasilan kinerja Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN
MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH
Pasal 16

Kepala Sekolah diberhentikan karena :

permintaan sendiri,

telah mencapai batas usia pensiun sebagai Gury;

masa tugasnya berakhir;

diangkat pada jabatan lain;

dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan
ketentuan;

diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;

g. dibebaskan sementara darl jabatan Gury; atau

h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya:.
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Pasal 16

Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 sebagai berikut :

a. Tim Penilai menghimpun dan menganalisis hasil penilaian kinerja
Kepala Sekolah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati;

b. berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Tim Penilai
dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan, Bupati memberhentikan Kepala Sekolah yang dinilai
tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan Keputusan
Bupatl.

Pasal 17

(1) Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut :

a. Tim Penilai menghimpun dan menganalisis hasil penilaian kinerja
Kepala Sekolah yang periu diperpanjang masa tugasnya, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati;

b. berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Tim Penilai
dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan, Bupati memperpanjang masa tugas Kepala Sekolah
dengan Keputusan Bupatl.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
penugasan kembali Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas
selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3).



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Sekolah yang telah

melaksanakan tugas :

a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas dimaksud diperhitungkan
sebagai bagian dari 1 (satu) periode pertama;

b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas dalam
1 (satu) periode;

c. lebih dari 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun,
diperhitungkan melaksanakan tugas pada periode kedua;

d. 8 (delapan) tahun berturut-turut harus diberhentikan, kecuali jika
memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan penilaian pejabat
yang berwenang, yang bersangkutan dapat ditugaskan di sekolah
lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berflaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal ¢ april1 2010
BUP N,

\

UR
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

W

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI E



